
BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 3? TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA KABUPATEN SERUYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2
ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi;

b. bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor : 161/4250/OTDA, Tanggal 29 Juni 2021, Hal
Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Tengah;

r\ c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Seruyan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Seruyan;

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Mengingat
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);f

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157) dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

n
f

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6623);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014tentang Pedoman Pembangun Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

13. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2037);

14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017
tentang
Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Daerah

t

r\

Penataan Desa (Berita Negara Republik
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017tentang Tata Cara Keija Sama Desa di BidangPemerintahan Desa (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1444);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan LembagaAdat Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun2018 Nomor 569);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018tentang Pengelolaan Keungan Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Derah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentangPedoman Umum Pembangunan dan PemberdayaanMasyarakat Desa (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 1261);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1633);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha
Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 252);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2018 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 81);

/

/ \



5

29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 69);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian PerangkatDesa, dan Pengisian Kekosongan Jabatan PerangkatDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2021 Nomor 80);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Seruyan.1.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan.

5. Bupati adalah Bupati Seruyan.

/Mtk- fo'
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6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Seruyan.

7. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Seruyan.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan.

9. Sekretariat adalah secretariat yang ada pada Dinas.
10. Bidang adalah Bidang yang ada pada Dinas.

11. Subbagian adalah subbagian yang ada pada Dinas.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana
keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan
PeraturanDaerah.

16. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDes
adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh
masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya
memperkuat perekonomian desa dan dibentuk
berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

17. Badan Usaha Milik Desa Bersama selanjutnya disingkat
BUMDesma adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besamya
kesejahteraan masyarakat desa.

t
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Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
pedoman bagi Dinas dalam melaksanakan tugas dan
fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
a. penyederhanaan struktur organisasi pada perangkat

daerah guna penyederhanaan birokrasi; dan
b. mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi didalam
Lingkungan Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 3r\
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan yang menyelenggarakan urusan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

yang

BAB m
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:

1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
dan

2) Subbagian
Kepegawaian.

c. Bidang Pemerintahan Desa;
d. Bidang Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan

Sosial Dasar;
e. Bidang Penataan Desa dan Keijasama Desa; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Perlengkapan danUmum,

Organisasi Dinas sebagaimanasusunan

//



8

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 5

(1) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. perencanaan dan pengoordinasian perumusan

kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
dengan dinas-dinas dan atau badan satuan
organisasi lain di Lingkungan Pemerintah Daerah;

b. perumusan kebijaksanaan teknis di Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

c. pembinaan dan pengoordinasian Pemerintahan Desa,
Pemberdayaan
Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial
Dasar, dan Penataan Desa dan Peningkatan
Keijasama Desa;

d. pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan Pemerintahan
Desa, Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan
Sosial Dasar, dan Penataan Desa dan Peningkatan
Keijasama Desa;

e. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian,
monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
pemberdayaan masyarakat dan desa;

f. perumusan dan penyiapan kebijakan Pemerintahan
Desa, Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan
Sosial Dasar, dan Penataan Desa dan Peningkatan
Keijasama Desa; dan

g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

Lembaga Kemasyarakatan,

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina,
merencanakan, mengoordinasikan, serta menetapkan
program keija, tata keija dan mengembangkan semua
kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa serta tanggung jawab atas
terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penetapan rencana kebijakan

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
Dinas;

A
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b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsiSekretariat, Bidang, Kelompok Jabatan Pungsionaldan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pembinaanPemerintahan Desa, Kelembagaan, Perkembangandan Pelayanan Sosial Dasar, dan Penataan Desa danPeningkatan Keijasama Desa;
d. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatanDinas;
e. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuaidengan tugas dan fungsi Dinas;
f. penilaian dan pengevaluasian Sasaran KineijaPegawai dan prestasi keija bawahan; dang. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan olehpimpinan.

Baglan Ketiga
Sekretariatn

Pasal 7

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yangberkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepadaKepala Dinas.
(2) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikanpenyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan,kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas sertamemberikan pelayanan administratif dan teknis kepadasemua unsur di Lingkungan Dinas.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:a. perumusan dan perencanaan kegiatan program keija

Sekretariat;
b. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan

evaluasi kineija Dinas;
c. pengoordinasian administrasi keuangan Dinas;
d. pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah

Dinas;
e. pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Dinas;
f. pengoordinasian Administrasi Umum Dinas;
g. pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang

milik daerah penunjang urusan Dinas;
h. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang

Dinas;
i. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah

penunjang urusan Dinas;
j. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kineija

Pegawai dan prestasi keija bawahan; dan
k. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh

pimpinan.

n
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Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dalam Pasal (7) terdiri atas:
1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

Paragraf 1
Subbagian Penyusunan Program Dan Keuangan

Pasal 9

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin
oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(2) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program

keija pada subbagian Penyusunan Program dan
Keuangan;

b. melaksanakan
n

pengoordinasian
Dokumen Perencanaan Dinas;

c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun
Dokumen Rencana Keija Anggaran dan Dokumen
Perubahan Rencana Keija Anggaran Dinas;

d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun
Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana
Perubahan Anggaran Dinas;

e. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun
Laporan Capaian Kineija dan ikhtisar realisasi kineija
Dinas;

f. menyiapkan bahan evaluasi kineija Dinas;
g. melaksanakan Administrasi Keuangan Dinas;
h. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kineija Pegawai

dan prestasi keija bawahan; dan
i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh

pimpinan.

Penyusunan

nr
Paragraf 2

Subbagian Umum, Perlengkapan Dan Kepegawaian

Pasal 10

(1) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Dinas.

(2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program

keija pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan
Kepegawaian;

b. melaksanakan Administrasi Umum Dinas;

S\W 9!
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c. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah
Dinas;

d. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Dinas;

e. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kineija Pegawai

dan prestasi keija bawahan; dan
g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh

pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 11

(1) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Pemerintahan Desa mempunyai tugas
perumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi,
evaluasi dan monitoring sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Bidang!

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. perumusan dan perencanaan kegiatan program keija

pada Bidang Pemerintahan Desa;
b. perumusan kebijakan pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
c. pelaksanaan rumusan kebijakan pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa;

d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan nasional
dengan kebijakan skala daerah tentang pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
kebijakan pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

f. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kineija
Pegawai dan prestasi keija bawahan; dan

g. melaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh
pimpinan.

n
!

Bagian Kelima
Bidang Kelembagaan, Perkembangan dan

Pelayanan Sosial Dasar

Pasal 12

(1) Bidang Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan
Sosial Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

S\tvS-V
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(2) Bidang Kelembagaan, Perkembangan dan PelayananSosial Dasar mempunyai tugas pokok melakukanperumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi,evaluasi dan monitoring sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Bidang Kelembagaan, Perkembangan danPelayanan Sosial Dasar mempunyai fungsi sebagaiberikut:

a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerjapada Bidang Kelembagaan, Perkembangan danPelayanan Sosial Dasar;
b. perumusan kebijakan Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan yang bergerak di bidangPemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkatDaerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan

Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunyaHukum Adat
Kabupaten/kota dan Pembinaan, Pengawasan
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa;c. pelaksanaan rumusan kebijakan Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang
Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat
Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya
Hukum Adat yang sama dalam Daerah
Kabupaten/kota dan Pembinaan, Pengawasan
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa;

d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan nasional
dengan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang
bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga
Adat tingkat Daerah Kabupaten/kota serta
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang
masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam
Daerah Kabupaten/kota dan Pembinaan, Pengawasan
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
kebijakan penyelengaraan Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang bergerak di bidang
Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat
Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya

dalam Daerah
Pembinaan, Pengawasan

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa;
f. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kineija

Pegawai dan prestasi keija bawahan; dan
g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh

pimpinan.

sama dalam Daerahyangn

kebijakan skala daerah tentang

Hukum Adat yang
Kabupaten/kota dan

sama
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Bagian Keenam
Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa:

Pasal 13

(1) Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa dipimpin
oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa mempunyai
tugas perumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
fasilitasi, evaluasi dan monitoring di Bidang Penataan
Desa dan Kerjasama Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a Perumusan dan perencanaan kegiatan

Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama
Antar Desa, Pembinaan dan
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang
bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga
Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota;

b Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan
Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa’
dan Pengawasan
Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan

Kemasyarakatan yang bmgerak
^Pemberdayaan Desa dan pemberdayaan

Daerah Kabupaten/kota serta MasyaraUat

S^fHû Tdat yang sama dalam Daerah

Kabupaten/ Ko“musan Kebijakan
c. Pelaksanaan utasi KetjasarnAn ^

Pemberdayaan ° tan/ Kota ^ysJLat pelaku”^
Kabupaten/Kota;

Pengawasan

Penataan

1n i

i

i
i

I

;
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d Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan skalanasional dengan kebijakan skala daerah tentangPenyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Keijasama
Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desadan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangbergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan LembagaAdat Tingkat Daerah Kabupaten/kota sertaPemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalamDaerah Kabupaten/Kota;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
kebijakan Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi
Keijasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang
bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga
Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota;

£ Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kineija
Pegawai dan prestasi keija bawahan; dan

g. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh
pimpinan.

n

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

PASAL 14

(1) Pejabat Aparatur Sipil Negara yang ada pada Dinas

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktural Eselon II.b
(21 Kepala Dinas merupakan Pejabat
1

atau Jabatan Tinggi Pratama.

Struktural Eselon Ill.a
(3) Sekretaris merupakan Pejabat

atau Jabatan Administrator.

(4) Kepala Kepala Bidang merupakan Jabatan

atau Jabatan Administrator.

(5) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Eselon

Jabatan Pengawas.

Eselon Ill .b

IV.a atau

Jabatanmerupakan
berdasarkan peraturanTertentu

ditetapkan
Fungsional(6) Jabatan

Fungsional yang
perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil
Jabatan FungsionalPelaksana merupakan

Struktural dan(7) Jabatan
selain Jabatan
Tertentu.

/1
flLfci
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BAB VII
KELOMPOK JABATAN

Pasal 15

Bagian Pertama
Jabatan Fungsional

(1) Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas
dapat menetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan
kebutuhan pelaksanaan tugas pada masing-masing
bidang.

(2) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau
Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas.

(3) Penetapan Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

nr ,

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan
bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis
Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan
kebutuhan dan beban keija Perangkat Daerah.

nr ,

(4) Tugas, Jenis dan Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-
masing.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 17

(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum menduduki
Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan
dalam Jabatan Pelaksana.

(2) Penetapan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan
hasil analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan
Perangkat Daerah.

S\
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(3) Nama-nama jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan dengan
mempedomani ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas Pelaksana
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

(5) Penetapan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan setiap awal tahun anggaran
dengan mengacu pada Peta Jabatan Perangkat Daerah.

BAB V1U
TATA KERJA

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian serta Kelompok
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi
dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik
dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa maupun instansi lain sesuai dengan tugas
masing-masing.

O

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila teijadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib dalam
lingkungan satuan keija bertanggungjawab memimpin
dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab
kepada atasan masing-masing dan menyampaikan
laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan tersebut
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk
kepada bawahan.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula
kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan keija.

/‘ f0-
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(7) Dalam mempunyai uraian tugasnya setiap pimpinan
organisasi dibantu kepala satuan organisasi di bawahnya
dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat
berkala.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Keija Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2021 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.n

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 2 MVTCMVfl.'T 2022

BUPATISERUYAN,

r

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal % NOJQfflW 2022
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARARAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN SERUYAN

L KEPALA DINAS

SECRETARIAT

I
KE10MP0K JABTAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN
KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN
KEPEGAWA1AN

I 1 I

BIDANG KELEMBAGAAN, PERKEMBANGAN
DAN PELAYANAN SOSIAL DASAR

BIDANG PENATAAN DESA DAN KERJASAMA
DESA

BIDANG PEMERINTAHAN DESA
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